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Pendahuluan 
Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh kelompok politik atau kandidat untuk memperebutkan jabatan di parlemen dengan

dukungan pemilih di tempat pemungutan suara. Berdasarkan databoks aktivitas pemilu paling menarik adalah dialog intens, kemudian

disusul dengan kegiatan pelatihan kewirausahaan, seminar dan bakti sosial. Kegiatan kegiatan kampanye tersebut pasti dibarengi dengan

adanya “Alat Peraga Kampenye”. APK adalah benda atau bentuk lain yang menunjukkan visi, misi, program, lambang, dan informasi lainnya

dari peserta pemilu yang digunakan untuk keperluan pemilu dengan tujuan agar masyarakat memilih paslon tertentu.
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Gap (kebaharuan)
Kondisi penelitian saat ini tentang APK ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya menurut Mochamad
Andrie Kurniawan dan Tomy Michael (2023) dengan judul “Penyebaran Alat Peraga Kampanye Dengan Materi Kampanye
Diluar Jadwal Sebagai Pelanggaran Pemilu”, menurut Syabrina Yolanda Chansa Damanik dan Khalid (2024) dengan judul
“Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Sembarangan dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota
Medan”, menurut Isna Nur Hudatul Hasanah dan Chandra Dewi Puspitasari (2021) dengan judul “Pencegahan pelanggaran
pemasangan alat peraga kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman”.

Penelitian terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran alat peraga kampanye (APK) pada Pemilihan Umum 2024 di
Kabupaten Sidoarjo belum banyak dilakukan. Terutama, belum ada studi yang secara khusus menelaah pelanggaran APK
yang dilakukan oleh calon legislatif sejak awal kampanye untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada identifikasi jumlah kasus pelanggaran, jenis pelanggaran APK yang umum
terjadi, serta efektivitas penegakan hukum oleh Bawaslu Sidoarjo dalam konteks Pemilu Legislatif 2024
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Isu Hukum
1. Apa saja jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran alat
peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024?

3. Apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah sejalan dengan amanat
UU Pemilu?
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Tujuan Penelitian
1. Mengidentifikasi jenis pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo

2. Menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo terhadap pelanggaran
alat peraga kampanye pada Pemilu Legislatif 2024?

3. Menilai apakah penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sudah sejalan dengan
amanat UU Pemilu
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Metode
Metode penelitian yang digunakan empiris dengan kajian Socio-legal research dan pendekatan konflik. Bahan hukum primer
yang di pakai adalah data jumlah kasus pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang di lakukan oleh Calon Legislatif pada
Pemilihihan umum 2024. Data jumlah kasus di peroleh dari laporan pengawasan Bawaslu di Kabupaten Sidoarjo, data
sekunder yang dipakai adalah Pasal 280 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum mengatur
penggunaan dan pemasangan alat peraga kampanye. Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 Pasal 23 Ayat 1 Huruf (d)
Peraturan KPU No. 23 Tahun 2018 mengatur alat peraga kampanye dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11
Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, selain itu, Data yang diperoleh dianalisa berupa deskriptif
kuantitatif, dengan penarikan simpulan untuk menjawab rumusan masalah terkait jumlah kasus terbanyak selama kampanye
pemilu 2024, serta mengungkap jenis pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang umum, dan jumlah kasus pemilihan umum
2024 di Kabupaten Sidoarjo.
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Hasil Penelitian
Ragam Pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Sidoarjo

Penelitian menemukan bahwa total pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di Kabupaten Sidoarjo mencapai
5.599 kasus. PDIP menjadi partai dengan pelanggaran terbanyak (1.068 kasus), dan yang terendah adalah Partai
PKN (1 kasus). Lokasi pelanggaran terbesar adalah sarana dan prasarana publik (2.775 kasus) serta taman dan
pepohonan (1.642 kasus). Sedangkan paslon DPD terbesar adalah Aa La Nyalla Mahmud. Beberapa calon
legislatif mencatat hampir seluruh APK yang dipasang melanggar aturan.Jenis pelanggaran yang sering terjadi
adalah pemasangan APK di lokasi terlarang seperti tempat ibadah, fasilitas publik, dan jalan protokol.
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Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu 
Legislatif 2024 Di Sidoarjo.

• Regulasi Pemasangan APK 
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Wewenang Penegakan Hukum dan Implementasinya

• KPU 

• Bawaslu

• Satpol PP dan Dishub
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Kesimpulan
Penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sidoarjo dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sidoarjo sejalan dengan amanat Undang-Undang Pemilu, terlihat dari langkah-langkah konkret yang diambil,
seperti pengawasan terhadap Tim Sukses sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu, pengaturan
pemasangan alat peraga kampanye dengan melibatkan pemberitahuan kepada pihak kepolisian, serta verifikasi
dugaan pelanggaran terhadap alat peraga kampanye. Selain itu, penjatuhan sanksi sesuai dengan ketentuan
hukum, termasuk teguran tertulis dan pencopotan APK yang melanggar peraturan, menunjukkan bahwa
Bawaslu dan KPU telah melaksanakan fungsinya untuk memastikan Pemilu berjalan secara adil, transparan, dan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penegakan hukum di Kabupaten Sidoarjo sudah
sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.
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